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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 1 TA.HUN 2014 

TENTANG 

PERUBA.HAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 7 T.AHUN 2011 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA 
BERUPA TUNJANGAN KESELAMATAN KERJA 

BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKA.RAN DI KABUPATEN BOJONEGORO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka mcnga.komodir pembcrian tunjangan 

keselamatan kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran pada 

Badan Penanggulangan Bcncana Daerah Kabupaten 

Bojonegoro (PMK BPBD) yang bcrstatus Pegawai Ncgeri Sipil 

(PNS) Oolongan I, maka perlu menctapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tambahan Pcnghasilan 

Bcrdasarkan Kondisi Kcrja Berupa 1'unjangan Keselamatan 

Kerja Bagi Pctugas Pemadam Kebakaran di Kabupatcn 

Bojonegoro; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 
Pembentukan Daerah-Daerah 

Tahun 1950 tentang 

Kabupaten/Kota Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 
Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia 
Nomor 4437), sebagaimana Lelah diubah yang kedua kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Lentang Perimbangan 
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pera.tu.ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
fndoncsia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemcrinta.h Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembina.an dan Pengawasan Pcnyelenggaraan 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lem baran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tahun 2007 tcntang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemcrintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dacrah 
Kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelengga.raan Pcmcrintahan Daerah I<epada 
Masyarakal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

10. Peraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pcmcrintahan Antara PcmerinLah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tcn t.ang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tclah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Mcmeri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 



Menetapkan 
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12. Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 16 Tahun 2009 

tcntang Standar Kualifikasi Apararur Pemadam Kebakaran 

di Daerah; 

13. Pcraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 53 Tahun 201 I 

tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupalen Bojonegoro Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bojoncgoro (Lembaran Daerah Kabupatcn 

Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

15. Pcraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 

2010 temang Organisasi dan Tata Kcrja Lembaga Lain 

Kabupat.en Bojoncgoro (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 1 I); 

16. Pcraruran Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 201 I 

tentang Tugas Pokok dan F'ungsi Lembaga Lain Kabupaten 

Bojonegoro; 

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 tencang 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kcrja Berupa 

Tunjangan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Pemadam 

Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 

Tahun 2012; 

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2011 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri SipiJ 

Berdasarkan Behan Kerja dan Prcstasi Kerja di Lingkungan 

Pemerintah K8bupatcn Bojonegoro sebagajmana telah 

diubah dcngan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 

Tahun 2012; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2011 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASIL.AN BERDASARKAN 

KONOISJ KERJA BERUPA TUNJANGAN KESELAMATAN 

KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI 

KABUPATEN BOJONEGORO. 
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Pasal 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan 

Keselamac.an Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojoncgoro Tahun 201 l Nomor 7) yang 

telah diubah dcngan Peracuran Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 (Serita 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 4), diubah sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal3 

(1) Tunjangan keselamatan kerja diberikan kepada masing-masing Petugas 

Pcmadam Kebakaran setiap bulan dengan besaran sebagai bcrikut : 

a. Untuk Golongan Ill sebesar Rp. 553.500,- (lima ratus lima puluh tiga 

ribu )jma ratus rupiah). 

b. Untuk Golongan l dan Golongan II sebcsar Rp. 525.000,· (lima ratus dua 

puluh lima ribu rupiah). 

(2) Tunjangan keselamatan kcrja diberikan dalam bentuk uang. 

Pasal II 

Peracuran Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peracura n 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 

Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 2 Januari 2014 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

H . SU YO T 0 
Diundangkan cli Bojonegoro 
pada tangga1 2 Januari 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

SERITA 

SE 

ttd. 

SOEHADI MOELJONO 

·~ u,._...~,Jr'.ATEN BOJONEGORO TABUN 2014 NOMOR 1. 

131 198603 L 008 


